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FROVINSIIAWA TENGAI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

k.

PROVINS] JAWA TENGAH,

bahwa Rancangan Peraturan Dacrah Provinsi Jawa
Tengah lentang Perubaban Alas Peraturan Daerah
Provinsi Jowa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029 ielah selesai dibahas oleh Panitia
Khusus Dewan Perwakilan Rokyat Doaerah Provins
Jawn Tengah;

balwa sesunl ketentuan Pasal 241 ayat [1] dan
Pasal 242 ayat {1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentung Pemerintahan Daerah scbagnimana
telah diubab beberapis kali temkhir dengan Undang-
Unedang Nomor 9 Tabun 2015 temang Perubahan
kedun Atlas Undang-Undang  Republhik  Indonesia
Nomor 23 Toalum 2014 tentang  Pemerintahan
Dacrah, Pembabasan Kancangan Peraturan Daerah
dilakukan eleh Dewan Pervakilan Rakyvat Daerah
bersang Repala Daerah uniuk mendapat
prrsetigein bersama seloimjutnya disampaotknn oleh
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyal Dacrah kepaea
el [Mpermh untuk diictapkan menjadi Pernturn
[hmeraly;

babiwa  berdasarkan - pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan hurat b, perlu menetapkan
Rancangat Keputusan Dewan  Perwakilan  Rakvat
Daerall Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan
Atns Peramturan Daerahy Provins: Jawa Tempgah Nomor
i3 Tahun 2010 tenmang Rencana Tata Runnge Wilavah
Provinsi Joawa Tengah Tahun 2008-2029 Unwik
Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provins: Jawn
Tengal,

Undang-Undang; Nomor 10 Tahun 1950 teniang
Pembentukan Provins Jawa Tengah  (Himpunan
Permuran-Permturan Negara Tahun 1950 Halamuan
8h-4.1) |
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Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018 Nomor 14);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2017 Nomor 46);

1. Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur jawa
Tengah Nomor 180/0014323 tanggal 4 Juli 2019
perihal  Permohonan  Paripurna  Rancangan
Perraturan daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029.

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.
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Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Jowa
Tengah untuk dapat dimohonkan Evaluasi oleh Menlen
Palam Negert Republik Indonesi.

Roncangan Peraturan Dacrali sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU ditetapkan menjadi Peraturan
Dacroh oleh Gubernur setelah menindaklanjuti hasil
Evaluasi Menteri Dalam MNegeri  Republik  Indonesia
sehagaimana dimaksud pada diktum KEDUA .

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Semarang
pada tangeal 15 Agustus 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

RUKMA SETYAB



